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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam pembahasan di atas 

adalah sebagai berikut :  

1. Prosedur pembebanan hak tanggungan di PT BPR ADIPURA SANTOSA 

Cabang Magelang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 4 

Tahun 1996 karena prosedur pembebanan hak tanggungan melihat besar 

kecilnya nominal hutang dan melihat apakah debitur wanprestasi atau tidak. 

Kredit dengan nilai hutang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 

atau lebih sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 

karena dilakukan pembebanan hak tanggungan dan didaftarkan di Kantor 

Pertanahan sehingga terbit sertifikat hak tanggungan yang merupakan bukti 

adanya hak tanggungan. Kredit dengan nilai hutang kurang dari 

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang No 4 Tahun 1996. Tidak lahirnya hak tanggungan 

disebabkan tidak dilakukannya pembebanan hak tanggungan dan tidak 

didaftarkan di Kantor Pertanahan, apabila debitur wanprestasi maka 

ditindaklanjuti dengan pembebanan hak tanggungan dan didaftarkan di 

Kantor Pertanahan. 

2. Hambatan-hambatan dan upaya penyelesaiannya dalam eksekusi hak 

tanggungan di PT BPR ADIPURA SANTOSA Cabang Magelang adalah 

sebagai berikut :  
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a. Debitur tidak puas dengan limit harga objek yang rendah namun bank 

tetap berhak melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum tanpa persetujuan debitur dan penetapan pengadilan. 

b. Hapusnya hak atas tanah karena berakhirnya jangka waktu maka debitur 

memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengajukan 

permohonan pembaharuan hak atas tanah tersebut.  

c. Sulit mencari peserta lelang maka bank dapat menawarkan kepada 

masyarakat sekitar melalui penjualan di bawah tangan. 

d. Jika ada gugatan dari debitur, suami/istri debitur maka pelaksanaan 

lelang eksekusi tetap dapat dilaksanakan tetapi jika ada gugatan dari 

pihak lain selain debitur, suami/istri debitur yang terkait kepemilikan 

maka lelang eksekusi tidak dapat dilaksanakan. 

e. Pengerahan massa oleh debitur untuk memblokade jalan menuju objek 

hak tanggungan maka perlu dilakukan koordinasi dengan aparat setempat 

untuk mengamankan objek hak tanggungan. 

f. Debitur tidak mau mengosongkan objek hak tanggungan maka kreditur 

dapat mengajukan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri setempat. 

g. Pengecekan/pemantauan sulit dilakukan terhadap objek hak tanggungan 

yang berada di luar wilayah kerja bank, sebaiknya objek hak tanggungan 

berada di wilayah kerja bank sehingga memudahkan melakukan 

pengecekan/pemantauan. 
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B. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan kesimpulan di 

atas adalah sebagai berikut : 

1. PT BPR ADIPURA SANTOSA Cabang Magelang dalam pemberian kredit 

dengan nilai hutang kurang dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta 

rupiah) sebaiknya bisa meminta jaminan lainnya seperti jaminan fidusia dan 

didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini dilakukan agar lebih 

memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur. Terbitnya 

sertifikat jaminan fidusia akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur 

sedangkan bagi debitur juga tidak akan terbebani dengan banyaknya biaya 

kredit yang harus dikeluarkan. 

2. PT BPR ADIPURA SANTOSA Cabang Magelang dapat menghindari 

kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi 

hak tanggungan, dengan cara lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan 

persetujuan pemberian kredit terhadap debitur. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet yang menyebabkan 

terjadi eksekusi hak tanggungan. 
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